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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.07,2014 Dinas Perindustrian,Perdagangan & Koperasi 

Kabupaten Bantul;  

Pedagang Kaki Lima,Pemberdayaan,Penataan 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR    07    TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 
                                           

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang 
kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan 

kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan 
penataan pedagang kaki lima; 
 

b. bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha 
pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha 
ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan 

pemberdayaan pedagang kaki lima; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 
Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima, sehingga perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah yang mengaturnya; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4848); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4725); 
 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4866); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 

7. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 291); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2011 Seri D Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 

Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
tahun 2010 Seri C Nomor 04); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
dan 

BUPATI BANTUL 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA. 

 
 

 

 

 

 

 



4  2014 
 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Bantul. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bantul. 

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha 
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau 
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 

6. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia  yang selanjutnya disingkat APKLI 
adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat 
independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan 

organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam 
kegiatannya bersifat nirlaba. 

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, 
pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan 

memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, 
keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam 
bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL 

sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun 
kuantitas usahanya. 

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di 
lahan  dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta. 
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10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL 
yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun 
sementara. 

11. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti 
pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan 

dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah 
Daerah.  

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

 

Pasal 2 

 

(1) Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi: 
a. pendataan PKL;  

b. pendaftaran PKL;  
c. penetapan lokasi PKL; 
d. pemindahan PKL; 

e. peningkatan kemampuan berusaha; 
f. fasilitasi akses permodalan; 
g. fasilitasi bantuan sarana dagang; 

h. fasilitasi peningkatan produksi; 
i. fasilitasi kerjasama antar daerah; 

j. penguatan kelembagaan; 
k. pembinaan dan bimbingan teknis;  
l. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan 

m. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. 
 

(2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun dalam RPJMD. 

Pasal 3 

 

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah: 

a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 

sesuai dengan peruntukannya; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 
usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan 

c. untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan 
sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan 

lingkungan. 
 

 

 


